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Aturan Mengenai Perolehan Suara Partai Politik Diuji

Jakarta, 20 Februari 2024 — Sejumlah pasal mengenai perolehan suara partai politik (parpol)
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) diuji ke
Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap
permohonan pengujian tersebut, Selasa (20/2) pukul 11.30 WIB. Permohonan ini telah
diregistrasi MK dengan nomor perkara 21/PUU-XXII/2024 dengan dua Pemohon perorangan
bernama Fathul Hadie Utsman dan AD Afkar Rara. Kedua Pemohon merupakan warga Muncar,

Banyuwangi.

Dalam permohonan mereka, sejumlah tujuh norma pasal berikut dipersoalkan. Terhadap Pasal
14 huruf ¢ mengenai kewajiban KPU menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat, Pemohon mengharapkan hal tersebut lebih diperjelas hingga menginformasikan
serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga. Mengenai Pasal 342 ayat (2) perihal
ketentuan surat suara untuk calon anggota DPR dan DPRD, Pemohon berpandangan ukuran
surat suara satu lembar tersebut terlalu lebar sehingga menyulitkan bahkan membingungkan

calon Pemilih.

Adapun Pemohon juga mempersoalkan Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2)
mengenai penentuan perolehan kursi anggota DPR; Pasal 419 mengenai dasar penentuan
perolehan jumlah kursi anggota DPR dan DPRD parpol peserta pemilu; dan Pasal 420 mengenai
ketentuan penetapan perolehan jumlah kursi tiap parpol peserta Pemilu di suatu daerah
pemilihan. (RA)
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